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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Akuntabilitas merupakan kewajiban suatu organisasi untuk melaporkan 

dan mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerjanya dalam 

mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan, dengan media 

pertanggungjawaban yang diberikan secara berkala (Mardiasmo, 2009). 

Akuntabilitas pada hakikatnya adalah suatu bentuk kewajiban untuk 

menginformasikan dan mengungkapkan kegiatan dan kinerja finansial 

pemerintah kepada pihak yang memiliki wewenang melalui sarana 

pertanggungjawaban teratur dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

(Purba dan Amrul, 2018). Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

mengatur bahwa akuntabilitas menentukan bahwa semua kegiatan pengelolaan 

desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  

Akuntabilitas telah menjadi tanggung jawab suatu organisasi terkhususnya 

pada organisasi sektor publik. Sebagai bagian dari organisasi yang 

berkewajiban melaksanakan akuntabilitas public maka wajib menyediakan 

informasi sebagai bentuk perlindungan hak publik. Hak publik tersebut 

meliputi hak untuk mengetahui, hak untuk diberikan informasi, dan hak untuk 

mendengar dan didengarkan (Wiguna dan Dwilangga, 2020). Boven (2006) 

memandang Akuntabilitas sebagai mekanisme hubungan antara aktor dan 

forum dalam bentuk kewajiban dari aktor untuk memberikan suatu informasi 

kepada forum. Dan sebaliknya, forum memiliki hak meminta suatu informasi, 
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mempertanyakan, menilai dan memberi konsekuensi terhadap kinerja dari 

aktor. Dalam pelaksanaannya di pemerintahan desa, yang disebut aktor yaitu 

pemerintah desa dan yang menjadi forum yaitu masyarakat desa.  

Regulasi yang mengatur tentang desa sudah memberikan otonomi khusus 

kepada desa untuk mengurusi pengelolaan pemerintahan dan 

pembangunannya sendiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 

Pemerintahan desa bisa mengelola pemerintahannya lebih mandiri dan 

mengelola seluruh sumber daya yang ada termasuk dalam hal keuangan desa. 

Pemerintahan desa wajib melaksanakan akuntabilitas di setiap kegiatan 

pemerintahan dan mempertanggungjawabkannya ke masyarakat desa dengan 

mengikuti regulasi yang berlaku (BPKP, 2015). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, keuangan desa adalah 

segala hak dan kewajiban desa yang bisa diukur dengan uang, serta uang dan 

barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dari 

pernyataan tersebut, pemerintah desa diharuskan untuk membuat laporan 

keuangan desa. Siklus pengelolaan keuangan desa digambarkan pada laporan 

tersebut. Prosesnya dimulai dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

dan penatausahaan, dan berakhir dengan pelaporan dan pertangunggjawaban. 

Sumber daya keuangan desa dapat berasal dari satu atau lebih dari sumber 

berikut: (1) Pendapatan Asli Desa; (2) Dana Desa (Alokasi APBN); (3) 

Alokasi Dana Desa; (4) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi 

Kabupaten/Kota; (5) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan 

Kabupaten/Kota; (6) Hibah dan sumbangan tak terikat; dan (7) Pendapatan 
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lain desa yang sah (UU No. 6 Tahun 2014). Pengelolaan keuangan desa harus 

berlandaskan azas transparan, akuntabel, partisipasi, dan dilakukan dengan 

tertib serta disiplin anggaran. Dengan cara ini, pemerintahan desa dapat 

melaksanakan akuntabilitas keuangan desa (BPKP, 2015). 

Akuntabilitas keuangan pemerintahan desa merupakan kewajiban 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana desa secara berkala dalam 

hal perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan, baik secara vertikal 

(pemerintah kabupaten/kota) maupun secara horizontal (masyarakat). 

Akuntabilitas keuangan pemerintah desa diukur berdasarkan kepatuhan dan 

ketaatan terhadap prinsip akuntabel, partisipasi, tertib, disiplin dan transparan. 

Akuntabilitas keuangan desa secara vertical dan horizontal dapat 

menunjukkan kepatuhan pemerintah desa terhadap regulasi yang berlaku 

(Permendagri No.113 Tahun 2014). Hal ini juga dapat mempercepat 

tersalurkannya dana dan meningkatnya kepercayaan masyarakat (Arifiyanto & 

Kurrohman, 2014).  

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 telah menjelaskan pemerintah desa 

bertanggung jawab melaksanakan akuntabilitas keuangan desa. Pemerintah 

desa wajib menginformasikan keuangan desa kepada masyarakat. Selain itu, 

masyarakat diberi hak meminta dan memperoleh informasi dari pemerintahan 

desa. Mereka juga berhak untuk mengawasi segala kegiatan yang berkaitan 

dengan pembangunan, pengelolaan pemerintahan, dan pemberdayaan 

masyarakatan desa, serta pembinaan kemasyarakatan. Masyarakat desa 

memiliki hak untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa (Permendagri 
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Nomor 73 Tahun 2020). Hak diberikan kepada masyarakat desa untuk 

meminta dan memperoleh informasi tentang penganggaran desa, siapa yang 

melakukan kegiatan dan tim yang melakukannya, berapa banyak kegiatan 

yang telah diselesaikan, dan berapa banyak anggaran yang masih tersedia.  

Pengawasan masyarakat terhadap keuangan desa merupakan suatu bentuk 

pelaksanaan akuntabilitas yaitu akuntabilitas sosial. Akuntabilitas sosial 

menurut United Nation Development Programme (2013) merupakan 
akuntabilitas yang berasal dari tindakan masyarakat dan organisasi masyarakat 

yang ditujukan untuk meminta suatu pertanggungjawaban pemerintah, serta 

usaha oleh pemerintah dan stakeholder lainnya (sektor swasta, media dan 

sebagainya) guna mendukung tindakan ini. Suara masyarakat merupakan suatu 

hal yang esensial dalam akuntabilitas yang menekankan pada kemampuan 

warga dan organisasi masyarakat sipil untuk mengartikulasikan harapan 

mereka dan memiliki peran dalam menentukan standar yang mereka gunakan 

kepada pemerintah yang dimintai pertanggungjawabannya (UNDP, 2013). 

Teori akuntabilitas digunakan dalam penelitian ini untuk memeriksa 

pelaksanaan akuntabilitas keuangan desa dari perspektif masyarakat desa. 

Boven (2006) mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah mekanisme 

hubungan antara aktor (pemerintah) dengan forum (masyarakat). Aktor 

(pemerintah) diwajibkan untuk memberikan informasi keapada forum 

(masyarakat), dan forum (masyarakat) memiliki hak untuk meminta informasi, 

mempertanyakan, menilai, dan memberikan konsekuensi atas tindakan aktor 

(pemerintah). Tahapan akuntabilitas terdiri dari tiga tahapan yaitu informasi, 
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diskusi, dan konsekuensi. Pelaksanaan akuntabilitas keuangan desa akan 

ditinjau dalam tiga tahapan akuntabilitas atau biasa disebut dengan Kubus 

Akuntabilitas (Accountability Cube).  

Dalam prakteknya, akuntabilitas keuangan desa yang dilaksanakan 

masyarakat masih belum optimal dilakukan. Rachma, dkk (2020) dalam 

penelitiannya menemukan bahwa beberapa faktor menyebabkan pengawasan 

terhadap dana desa belum optimal dilaksanakan masyarakat desa. Faktor-

faktor tersebut yaitu tingkat kepedulian dan pemahaman masyarakat yang 

masih rendah serta kurangnya akses terhadap informasi. Akibatnya, diskusi 

yang terlaksana antara dua pihak dan konsekuensi yang muncul menjadi 

minimum hasilnya.     

Penelitian ini dilakukan di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung 

Kabupaten Solok. Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 dan 

Permendes No.17 Tahun 2019 laporan pertangungjawaban keuangan desa 

wajib dilaporkan kepada masyarakat melalui media informasi baik 

baliho/spanduk, website desa, sosial media desa, dan sebagainya. Namun di 

Nagari Panyakalan belum adanya bentuk informasi laporan keuangan yang 

dipublikasikan di media informasi seperti website, baliho/spanduk, sosial 

media desa, dan sebagainya. Selain itu, penelitian yang serupa juga belum 

pernah dilakukan di Nagari Panyakalan. Dari latar belakang diatas, peneliti 

Keuangan Desa: Perspektif Masyarakat (Studi Kasus pada Pemerintahan 

Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok)  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan 

Nagari Panyakalan menggunakan kerangka accountability cube  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan indentifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas keuangan 

desa dari perspektif masyarakat desa di Nagari Panyakalan menggunakan 

kerangka accountability cube. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Untuk peneliti 

      Penelitian ini bisa menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi 

peneliti tentang akuntabilitas keuangan desa dalam perspektif masyarakat. 

2. Untuk Universitas/Perguruan Tinggi 

Penelitian ini bisa memberi tambahan ilmu pengetahuan untuk kemajuan 

akademis dan bisa menjadi acuan penelitian selanjutnya.   

3. Untuk Pemerintah Desa 

Penelitian ini bisa menjadi evaluasi pemerintah desa agar terus 

melaksanakan akuntabilitas keuangan desanya. 

 

 

 

 


